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- _-A, Pengantar ciss
. Pada ai«iw: tahun 2005 tepfztw
"ﬂya pada tanggal 22" Desembci
2005, Penulis bersama Godfrid
R:T. Hutapea, sesama Dosen
PTIK, mengikuti kegiatan per-
temuan pertama Sub Tim Pengarah
Pengadilan HAM di Mahkamah
Agung. Kegiatan tersebut meng-
inventarisasi masukan-masukan dan
catatan-catatan kritis dalam rangka
penyempurnaan dua naskah berupa
pedoman yang dipersiapkan oleh
tim asistensi yang ditunjuk oleh
Mahkamah Agung.
Dua naskah tersebut betjudul:
1. Pedoman Unsur-Unsur Keja-
hatan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang Berat dan Unsur-
Unsur Pertanggungjawaban Ko-
mando dan 2. Pedoman Pelak-
sanaan Beracara pada Pengadilan
Hak Asasi Manusia. Kedua naskah
Pedoman diselesaikan hampix

* Doasen pada Pergursan Tinggi Ieen Kepolisian,

setahun (Desember 2004 Oi\.tober '
2005) .setelah melalui. bebezapa =
tahapan kegiatan seperti riset dan
diskusi dengan berbagai instansi -

dan praktisi dalam bidang Hukum
dan HAM. Dalam Kerangka Acuan
Kegiatan Pertemuan disebutkan
bahwa dua naskah pedoman tes-
sebutdiharapkan akan bermanfaat
untuk menjadi jalan keluar terhadap
kelemahan-kelemahan substantif
dan prosedural dalam Undang-
Undang Nomot 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (UU Pengadilan HAM).

Betbagai kelernahan substantif
dan prosedural dalam substansi
hukum (%egal substance) dalam UU
Pengadilan HAM dipandang telah
memberikan kelemahan dalam
tataran penegakan hukum HAM
dan rendahnya kinerja Pengadilan
HAM. Dengan demikian berbagai

kekecewaan, kritikan, “gugatan”




 dan protes bethagai pihak/ala-
ngan terhadap hampir keseluruhan .
- putusan Pengadilan HAM Ad-hoc

atas berbagai kejahatan HAM berat
yang terjadi di Indonesia dinilai dan

 dipersefsikan adalah sebagai akibat -

_atau faktor dominan dari kele-
- mahan UU Pengadilan HAM.

~Salah satu dme pokok yang

: 'Z..dlmuat dalam naskah pedoman

pertama di atas (selan] utnya disebut
dengan Pedoman) adalah kejahatan
terhadap: kemanusiaan (selain itn
issue pokok yang lain adalah Geno-
sida dan Pertanggungjawaban
Komando). Dalam Pasal 7 UU
Pengadilan HAM disebutkan
bahwa Pelanggaran hak asasi
manusia yang berat meliputi : a
kejahatan genosida; b. kejahatan
terhadap kemanusiaan. Dalam
praktiknya, keseluruhan kasus
pelanggaran hak asasi manusia
berat yang telah diperiksa dan
diadili oleh Pengadilan HAM
sebagal pengadilan khusus ter-
hadap pelanggaran hak asasi manu-
sia yang berat adalah kejahatan
terhadap kemanusiaan.

B. Kejahatan Terhadap Ke-
manusiaan

Kejahatan terhadap kemanu-
siaan (crimes against humanity)
merupakan kejahatan HAM berat

Lyang fnéncnjol dan utama dalam :

prakiik penegakan hukum FIAM,
tetmasuk dalam serangkaian kasus
kejahatan HAM berat yang di-
periksa dan diadili oleh Mahkamah
Pidana Internasional yang bersifat
ad-hoc, yakni: .
1. Mahkamah Militer Internasio-
nal (The International Military
.. Tribanal) yang berkedudukan
..di Nurembeng pada tahun
19455 \

2. Mahkamah Militer Internasio-
nal untuk Timur Jauh (The
Taternational Military Tribunal for
the Far East} berkedudukan di
Tokyo pada tahun 1946;.

3. Mazahkamah Pidana Internasio-
nal Ad-Hoc untuk bekas
jajahan Yugoslavia (The Inter
national Crizninal Tribunal for the

Jormer Yugoslavia/ ICTY) berke-
dudukan di Hague pada tahun
1990, dan

4. Mahkamah Pidana Inter-
nasional untuk Rwanda (The
International Criminal Tribunal
Jor Rwanda/ICIR) berkedu-
dukan di Arusha pada tahun
1998.

Dalam Statuta/Piagam ke
empat Mahkamah Pidana Inter-
nasional tersebut, kejahatan ter-
hadap kemanusiaan menjadi bagian




i _pengqturan dm ketentuan hukum
~materiil. Mlsalny’a dalam Statata
'_Mqhkamah Ad- Hoc Rwanda

s ketenman hukum mateml terdapat

- padaP asal 2. (Gmmzde) dan Pasal 3

(Crzme .f:zoazzm” bz/mmzzty) Dalam
- Statuta Mahkamah ‘Ad-Hoc bel«.as

-"]a}ahan Yugosiavza terdapat pada
| ::-..-PasaliZ (Gmw Breaches of 1he Geneva

i - Comvention, 1949) szsql 3 (Dzo/czfzom

x of i f/ﬁ]_gzw or Czufom of War), Pasal

4 (Ge;go_a;dg)._dan _Pa_&,ai 5 (Crimes
goainst Humanity). Demikian juga
- dalam Drafi Lo on the Establishment
- of Exciraordinary Chambers in the
Conrt of Cambodia for the Prosecution
of Crimes Committed During the Peri
ode of Democratic Kampuchea (1999),
terdapat pada Pasal-Pasal Penal Code
(Hemocide, Toreure, Redjgion Persecy-
zon), Pasal 4 (Genocide), Pasal 5
(Crimes against Humanty), Pasal 6
(Grave Breaches of the Geneva
Convention, 1949), Pasal 7 (Destruction
of Cultzral Property) dan Pasal 8
(Crimes agoinsi Internationally Protected
Persons).

Jauh sebelum pembentukan
The International Military Tribunal &
Nuremberg yang khusus dibentuk
negara-negara pemenang Perang
Dunia II untuk memeriksa dan
mengadili berbagai kejahatan HAM
berat pada masa Perang Dunia I,
istilah kejahatan tethadap kemanu-

staan telah berkembang sejak
Petersburg Declaration tahun 1868,
sedangkan sebagai konsep pidana

telah betkembang dalam The Heygze
Conpention tahun 1907, Dalaifn o
Konvensi Den Haag 1907, diSCb&tkﬂ_I:_l_. X
bahwa hukum kemanusinan (kwsgf *
hupanity) merupakan dasar perlin-
dungan bagi. pihak 'I{On’lb’l{’lﬁ:"_'.'_._
maupun. pendudulk sipil sebagai - -'

nonkombaran dalam suatu 1 xonfhk" o

bersenjata. Kodifikasi ini dld’iS’}.I.‘—_ s
kan kepada praktik negara yang
diturunkan dari nilai-nilai dan
prinsip-prinsip yang dianggap
sebagai hukum kemanusiaan
berdasarkan scjarah dati berbagai
kebudayaan. Berdasarkan Kon-
vensi ini kemudian peristiwa
pembunuhan besar-besaran ter-
hadap warga negara Turki ketu-
runan Armenia (The Massacres
Armentan of Turkeys Populations)
pada tahun 1915 digolongkan ke
dalam kejahatan terhadap kemanu-
staan dan peradaban (Cramer quainst
Humanity and Civilitation) [Pedoman
: 13

Dalatn perkembangan selan-
Jutnya, setelah betlangsung empat
Mahkamah Pidana Internasional
yang bersifat ad-hoc/ tribunal, sebagai
akumulasi dari berbagai faktor
seperti semakin menguatnya

pandangan bahwa kejahatan HAM




~berar tidak merupakan masalah
nasional (yurisdiksi pengadilan
~ nasional) 'saj'a ‘melainkan juga
__"sebagzu mqqalah Internasional
Ay urisdiksi Mahkamah Pidana

¥ Entemfmonal) dxmenm krimino-

- logis dan Viknmologls dari keja-
. hatan HAM berat yang bangatluas

-+ dan dalam banyak kasus peradilan

-_.-'__'}_mmonql dmnggflp tidak Cfﬁlxtif
(szfwz/]mg danf atay unable secara
genounly) anruk ‘memeriksa dan
mengadili kejahatan HAM berat
telah mendorong pembentukan

instrumen internasional dan
Mahkamah Pidana Internasional
yang bersifat permanen. Instrumen
Internasional tersebut adalah
Statuta Roma tentang Pendirian
Mahkamah Pidana Internasional
(Rowe Statute on the Establshment of
ihe International Criminal Court) yang
telah disahkan dalam Konferensi
Diplomatik PBB pada tanggal 17
Juli 1998,

Dalam Statuta Roma disebut-
kan bahwa kejahatan HAM Berat
yang menjadi yurisdiksi dari
International Criminal Court (ICC)
adalah Genocide (Pasal 6), Crimes
against Humanity (Pasal T, War
Crimes (Pasal 8) dan Agpression.
Dalam Pedoman ditegaskan bahwa
dimasulckannya kejahatan terhadap
kemanusiaan ke dalam Statuta

Roma yang merupakan g per}qn]mn ;

multilateral, mengokohkan Ronsep
tersebut menjadi suatu sreary 10777
(Pedoman :15). Konsep treaty norm
ini lahir dari Jabelling yang berskala
universal tethadap kejahatan HAM
berat, termasuk kejahatan terlmdap
kemanusiaan yang dltun]ukkan
dengan istilah dan ungkapan yang
ekstrim seperti exmzordzm@f mme.r,
Serions (rinies éy’ international camem,
serious violation of human rights, the
#05E Serions crimie of concerns ‘fo the
international commnnily as a whole, gross
violation of human rights, atas threaien
io the peace and security of manking.

Sebagaimana telah dikernuka-
kan di atas, dalam skala nasional,
kejahatan terhadap kemanusiaan
merupakan salah satu jenis
pelanggaran hak asasi manusia yang
betat selain kejahatan genosida
(Pasal 7 UU Pengadilan HAM).
Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa
“lkeejahatan terhadap kemanusiaan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b adalah salah satu
petbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas
atau sistematis yang diketahuinya
bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap pendu-
duk sipil, berupa :

a. pembunuhan;

b.  pemusnahan;




c..:-perbudakan;
d:+ pengusiran atau pemindahan
wipenduduk secara paksa;
e. ‘perampasan kemerdekaan
. .-atau perampasan kebebasan
- fisik lain secara sewenang-
-~ wenang yang melanggar (asas-
.. asas) ketentuan pokok hukum
o dnternasional,
£ penyiksaan; .
g - perkosaan, perbudakan sek-
- -sual; -pelajuran secara paksa,
- .pemaksaan kehamilan, pe-
. mandulan atau sterilisasi secata
paksa atau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang
setara;

h. . penganiayaan terhadap suatu
kelompok tertentu atau
perkumpulan yang didasari

~ persamaan paham politik, ras,
kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau
“alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal
yang dilarang menurut hukum
internasional;

i penghilangan orang secara
paksa; atau

- kejahatan apartheid”.

C. Unsur-Unsur Kejahatan
Terhadap Kemanusiaan
Dalam Penjelasan Pasal 7 UU

Pengadilan HAM dijelaskan bahwa
“kejahatan genosida dan kejahatan

terhadap manusia” dalam keten-
tuan ini sesuai dengan “Ramze Statste
of The International Criminal Court”
(Pasal 6 dan Pasal 7). Pasal 7 dan
Penjelasannya- dilengkapi dengan
Pasal 9 dan Penjelasannya tentang
kejahatan terhadap kemanusiaan
(demikian juga Penjelasan Pasal 8
tentang genosida) yang sangat
sumir dan tidak operasional ter-
nyata telah menjadi “pintu ger-
bang” bagi kekurangan/kelemahan
tegal substance UU Pengadilan HAM
yang bermuara kepada kurang/
lemahnya kinerja Pengadilan HAM
dalam memeriksa dan mengadili
kejahatan HAM berat.

- Dikatakan sebagal “pintu
gerbang”, adalah didasarkan
kepada pertimbangan sebagai
berikut:

1. Kejahatan HAM betat sebagai
exiraordinary crimes masih
relatif baru dalam penegakan
hukum Indonesia dan me-
merlukan pemahaman dan
perlakuan yang sangat bers
beda dengan kejahatan biasa |
yang bercorak ordinary crimes.
Halini menimbulkan conssrains
bagi legal apparatus yang hanya
terbiasa dan berpengalaman
dalam menangani kejahatan
biasa;




- --'.._Pe_nga;:ﬁraﬁ ‘kejahatan HAM

: .".-:'-'-.'_berat .dal_ar_n UU Pengadilan
. HAM yang masih berupa “cek

. kosong” dalam penerapannya

: ~akan menimbulkan diskre-

. ‘pansi yang mendalam dengan
- maksud/tujuan penegakan
G _'_hukurn terhadap kejahatan
HAM ‘berat apabxla pema-
haman dan nnpiementasmya
o _-_';'dlmaknal dan dijiwai oleh
o nuansa dan alam berpikir

- .KUHP yang obsolete atau wrgHst

_ __dan KUHAP yang dalam
- banyak hal fidak relevan dalam
_ '_'_:'-rr_liéme_ri_ksa dan mengadili

 kejahatan HAM berat.

Penal policy pada tahap kebija-
kan formulatif yang ditempuh
oleh pembuat UU Pengadilan
HAM dengan memilih
kebijakan yang fragmatis
'sebagaimana ditunjukkan oleh
rumusan Penjelasan Pasal 7 di
atas tentunya memunculkan
konsekuensi bahwa penafsir-
an, unsur-unsur demikian juga
legal spiritnya harus mengikud
dan sesuai dengan ketentuan

yang terdapat dalam Statuta

Roma. Dengan demikian
penegakan hukum terhadap
kejahatan HAM berat di
Indonesia harus berdasarkan
standar dan insttumen inter-

nasional yang dalam banyak

- hal belum “bersahabat” dan

“masth asing” dalam sistem

- hukum (lgal systen;) Indq'z_ic_és_i_a.

Dengan mengacu kcpa&a

- standar dan instrumen inter-
“nasional yakni Statuta Roma
“yang dirumuskan bukan

“dalam bahasa Indonesia tentu-
_nya menimbulkan kelemahan
+ fragmatis dalam penerapannya
‘untuk memeriksa dan menga-

dili kejahatan HAM berat oleh
legal apparatus Pengadilan
HAM Indonesia.

Pemahaman dan penafsitan
kejahatan HAM berat dalam
Statuta Roma secara tepat dan
komprehensif harus melihat
dan memahami berbagai
ketentuan/pengaturan yang
terdapat dalam statuta-statuta
yang dihasilkan dalam empat
Mahkamah Pidana Intet-
nastonal yang bersifat ad-hoc
sebagaimana telah dikemuka-
kan di atas. Hal ini juga
menjadi kelemahan atau
faktor constrain lain dari
penerapan UU Pengadilan
HAM.

Kelemahan/kekurangan dam
kebijakan formulatdif dari UU
Pengadilan HAM, juga terlihat dasi




o petlkan Kéraﬁgka Acuan Kegiatan

 Pertemuan sebagmmana telah
: dikemukakm pada bagian Pengan-

' _-tar di ams* Dengan aemlkmn

g :_:I__:betat Hal mﬂah mungkm yang

' melataxbelakangx Mahkamah
Agung menun]uk tim asistensiyang
telah menyusun dua pedoman di
atas. Dalam Pedoman (Pedoman
Pertama). diuraikan unsur-unsur
(khusus) dan umum dalam mema-
hami, menginterpretasikan dan
dijadikan: rujukan dalam meme-
riksa dan'mengadili kejahatan
tethadap Lf‘manusman :

1. Unsur-Unsur Kbusus

Dalam Pedoman disebutkan
bahwa unsut-unsur (khusus) ke-
jahatan terhadap kemannsiaan
~ meliputi:

a. “salahsatu perbuatan”
“yang dilakukan sebagai bagi-
an dan serangan”

c. “..meluas atau sistematis
yang_dtm}ukan kepada pendu-

. duk Sipil”
d. “yangdiketahuinya”

2. “Unsur-Unsur Umam.

Dalam Pedoman d1sebutkan ;
bahwa unsur-unsur umum yang
harus chpenuin dati kesemua unsur -
tentang cara-cara dilakukan keja-.
hatan terhadap kemanusmm ada-
a. unquan ‘tersebut dlhkukan'

"'_""qebag'u bagian sermgan me=
luas atau sistematik yang'_"f
ﬁdltu}ul«.an terhadap suatu
kelompok penduduk sipil.

b. Pelaku mengetahm bqhwa:

tmdakan tersebut meruquan
bagmn dan atau memak-
sudkan tindakan itu untuk'
_menjach bagian dagi berangan

meluas atau  sistematik
‘terhadap suatu kelompok
penduduk sipil.

Selanjutnya, dalam Pedomfm
diuratkan unsur-unsur dari setiap
perbuatan yang dikategorikan
sebagai kejahatan terhadap ke-
manusiaan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 9 UU Pengadilan
HAM di atas.

Berdasarkan uraian dalam
Pedoman terlihat bahwa analisis
terhadap unsur-unsur (khusus)
kejahatan terhadap kemanusiaan

adalah mengacu kepada betbagai
instrumen internasional dan hasil-
hasil persidangan Mahkamah




'-:"Pidana Int:emasmnal hanya sekali

" muncul hasil persidangan Penga-

' dilan HAM Ad-Hoc Indonesia
| _yakm dalam L.asus THHOI—TJ{II}HI
ketika mangadih Abﬂio Scares dan
) Eunco Guteres '

Dalarn menganal151s unsut
- “salah satu petbuatan”, yang men-
: "}ach acuan adalah Keputusan Kasus
- Akaye _:'_'(Pm"'_m‘orwfbé@'em, Ca.fe
‘No, ICTR-964 -T(Trial Chanber,
- Septe"nber 2, 1998) yang menye-
butkan bahwa pelaku didakwa
karena melakukan perkosaan saja”.
Mengenal unsur ¢ ‘yang dﬂakukan
sebagal b_agla_n dari s_er_aglgan
disebutkan baﬁixr_a‘“ﬁnda‘kép’harus
dilakukan sebagaibagian serangan.
Misalnya, pembunuhan besar-
besaran terhadap penduduk sipil
dapat dianggap sebagai setangan
terhadap seluruh populasi sipil.
Sedangkan unsutr-unsur dari ‘se-
rangan’ adalah: 2

a. tindakan secata sisternatis atau

" meluas yang dilakukan secara

" berganda (multipliity commission

of acts) yang dihasilkan atau

- merupakan: bagian dari ke-

- bijakan Negara atau organi-

sasi. “Tindakan berganda”

- 'berarti harus bukan tindakan
‘yang tunggal atau tetisolasi.

b." “Serangan” baik yang secara

- ‘meluag atau sistematis, tidak

~. harus merupakan se::angan
~militer” seperti yang. diatur

. dalam. hukum humamter_

_ ___mternasmnal Serangan ter-
 sebut dapat juga. chatnkan
o leb1h luas, seperti kampanye
atau opera51 yang dilakukan

" “terhadap penduduk 31p11 dan
ﬂ'_'____:"serangan tidak hanya harus
' melibatkan angkatan bersen-
' jata atan kelompok bersen] ata.

c. Persyamtan ‘dianggap tet-

* " penuhi jika pendndulk sipil
adalah objek utama ‘dari
- ‘serangan tersebut. 1

* Sebagai contoh konkrit intuk
menentukan parameter dalam
menguji bentuk serangan yang
memenuhi persyaratan, dikemuka-
kan ICTY dalam mengadili kasus
Konarae, Kovac dan Vokovic
sebagai berikut:

a. catadan metode yang diguna-
b. .status korban;
jumlah korban;

d. apakah serangan tetsebut

diskriminatif;

e. sifat dari kejahatan yang
dilakukan; ‘

f adanya perlaWanan terhadap
penyerang;

g.  apakah para penyerang meng-
ikuti atau berusaha mengikuti
ketentuan hukumn perang?




o - Selanjutnya mengenai unsur
“meiuas -atau sistematis yang
ditvjukan kepada penduduk sipil”
-_.écb;agai::_.unsux spestfik- dan men-
- .'daéﬁr'jzang membedakan kejahatan
‘terhadap kemanusiaan dengan

-- -!_ke]ahatan umum yang bersifat

EoEs omfmmy crimes, dalam Pedoman
" disebutkan bahwaistilah “meluas”

e ..menun]uk pada jumlah korban”
- danf massive, sering atau berulang-

ulang, tindakannya dalam skala
besar, dilaksanakan secara kolektif
‘dan berakibat serius”. Sedangkan
“sistematis” mencerminkan “suatu
pola atau metode tertentu” yang
diorganisit secara menyeluruh dan
menggunakan pola yang tetap.
Syarat “meluas dan sistematis”
tidak harus melingkupi semua
unsur kejahatan yang dilakukan dan
tidak harus dibuktikan keduanya,
cukup apabila kejahatan yang
dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas saja atau
sistematis saja. Acuan dari Pedo-
man adalzh dokumen kasus Tadic
dalam ICTY dan kasus Akayesu
dalam ICTR. Dalam kasus Alka-
yesu, istilah “meluas” merupakan
tindakan massive, berulang dan
berskala besar yang dilakukan
secara kolektif dengan dampak
serius dan diarahkan terhadap
sejumlah besar korban (mesltiplicity

of victim), sedangkan “sistemaris”
maksudnya diorganisasikan secara -
rapi dan mengikuti pola tertentu
yang terus menerus berdasarké_ﬁ :
kebijakan yang melibatkan sumbez i
daya publik atau privat yang .
substansial meskipun kebijakan
tersebut bukan mcrupa}\an Le— -
bijakan Negara secara formal.

Dalam UU Pengadilan Hfm

maupun Statuta Roma \Qng o

“direnvoi” oleh UU Pengadilan
HAM tidak memberikan definisi
dari istilah “meluas”
“sistematis”. Olch karena itu
menurut Pedoman, penafsiran
“meluas” atau “sistematis” me-
ngacu kepada dokumen ICTY,
ICTR dan doktrin.

Mengenai “ditujukan terhadap
penduduk sipil”, menurut Pedo-
man, tdak diartikan bahwa semua

dan atau

populasi suatu negara, entiras atau
wilayah harus menjadi objek
serangan. Istilah “penduduk”
(Poputation) menunjukkan adanya
beberapa bentuk kejahatan vang
berbeda dengan kejahatan yang
bentuknya tunggal atau terhadap
orang perorangan. Kejaharan ter-
hadap kemanusian juga dapat
ditakukan terhadap penduduk sipil
yang memiliki kebangsaan yang
sama dengan pelaku bahkan juga
terhadap orang-orang yang tidak




'_""3mem1hiu kewarganegaraan Tstilzh
r penduduk sipil” mencakup semua
k .-'orfmw yang tidak ikut secara ai«_tlf
":'dalam permusuhan atau yang
| '.'bukan lagl pihak peserta tempur

o termasuk anggota bexsen) ata yang

j_‘telah menyerah (bors de combaf)
__."Larena saklt terluka ditawan atau
_ _.:__-;_Larena alasan lamya sebaozumana
: :_fdmtur dalam Pasal 3 Konvensz
' "._}E"lﬁwa 1949. Dengan derikian
:IthI ‘para militer dan sejenisnya
tidak dapat disebut sebagai pen—
:duduk sipil. -

- Unsut (khusus) terakhir “yang
diketahuinya”, dalam Pedoman
disebutkan sebagai unsur mental
(vzens rea) dari kejahatan terhadap
kermanusiaan, Pelaku harus melaku-
kan kejahatan terhadap kemanu-
siaan dengan pengetahuan untuk
melakukan serangan yang ditujulan
secara langsung terhadap pen-
duduk sipil; tetapi tidak berarti
dalam semua serangan harus selalu
ada pengetahuan. Sebagaimana
dalam Tadic [udgment, pengetahuan
bisa berupa yang aktual kon-
strukstif. Secara khusus, pelaku
tidak perlu mengetahui tindakan-
nya itu adalah tindakan yang tidak
manusiawi atau merupakan keja-

hatan terhadap kemanusiaan.

- Sedangkan mengenai unsur—
unsur umum dari kejahatan ter-
hadap kemariusian adalah berupa
uraian/interpretasi dari unsur-
unsur setiap perbuatan yang di-
kategorikan (10 kategori) Sebagal ‘
kejahatan terhadap kemanusiaan
sebagaimana disebutkan dalam
Pasal .9 UU Pengadilan HAM

'Dalam Pedoman termuat dari

halaman 20 - 45 dan karena
keterbatasan tempat maka tulisan
ini tidak menguraikan satu persatu
interpretasi atas 10 kategori
kejahatan tersebut. Akan tetapi
yang relevan dikemukakan adalah
acuan yang dipergunakan dalam
menginterpretasikan dari kese-
luruhan kejahatan beserta unsut-
unsurnya.

Dari uraian dalam Pedoman
tetlihat bahwa tidak ada satupun
hasil-hasil persidangan kasus
kejahatan HAM berat di Indonesia
yang dipetiksa dan diadili bexdasar-
kan UU Pengadilan HAM dijadi-
kan sebagal acuan, keseluruhannya
hanya mengacu kepada dokurnen-
dokumen dari Mahkamah Pidana
Internasional dan instrumen
internasional lainya. Dokumen yang
menonjol dan terutama adalah
dokumen dari ICTY dan ICTR.
Dari ICTY adalah kasus Celebier
(Prosecutor vs Delalic/ Celebici Juds-




ment, November 16, 1998), Statuta
ICTY 1993, kasus Furundzija
(Proseiztor vs Furundzija, Judement,
Deceriber 10, 1998), kasus Foca,
kasus Tuadic (Prosecutor vy Tadi,
Qpinion and Judgment, May 7, 1997),
‘Dard ICTR adalah kasus Rautanganda
(Prosecutor vs Ruutanganda, Decentbers,
- 1999), kasus Akayesu (Akayesn
- Judgment), kasus N, ayiiigeka, Statuty
ICTR 7994. Selin ita juga diper-
gunakan Piagam Nurerberg, Kon-
vensi Genosida 1948, DUHAM,
ICCPR, ILO Conventions No. 29,
Peace Conference Report 1919, Statuta
Rorma, juga The Tokyo Judgment 1946.

7948 dalam kasus Rape of Nanking, -

dan instrumen internasional lainnya,

D. Implikasi Yang Muncul ?

Sangat logis dan rasional
memang, di tengah-tengah keter-
batasan /egal apparains bidang
hukum dan HAM serta kelemahan
struktur hukum yang ada, jika
putusan terhadap sejumlah kasus
kejahatan HAM betat di Indonesia
yang diperiksa dan diadili
berdasarkan UU Pengadilan HAM
hampir keseluruhannya berakhir
dengan putusan bebas (vrijspraak).
Katena dengan keterbatasan dan
kelernahan sistern hulkum Indonesia
dicoba dan dipergunakan untuk
menyelesaikan berbagai kasus

kejahatan HAM berat (kejahatan
terhadap kemanusiaan) yang terjadi
di tanah air dengan prasyarat dan
tuntutan yang cukup berat yakiﬁ
pengetahuan, pemahaman, pet-
lakuan dan implementasi menurut
parameter dan standar inter-
nasional. Hal ini semakin E'cuiip:e:r'—_ :
parah oleh lembaga peradilan yang -
independensi, transparansi dan
akuntabilitas publiknya masih
lemah dan dipertanyakan. Selain
it, terhadap kejahatan HAM berat
membutuhkan ketelidan, kehati-
hatian, keahlian dan political will
yang kuat, karena disamping
sulitnya bukti-bukti dan pem-
buktiannya juga berkairan dengan
kapasitas dan kedudukan pelaku.

Romli Atmasasmita (2004)
mengatakan bahwa penyelesaiaan
pelanggaran HAM berat harus
mempertimbangkan seluruh fakror
sosial, budaya dan politik. Pelang-
garan HAM berat bukan semata-
mata masalah hulvum (legaljy heavy)
melainkan juga sarat dengan
masalah politik (po/itival heavy) yang
tidak indentik dengan kejahatan
biasa (ardinary crimes).

Dihubungkan dengan kom-
ponen/elemen sistern hukum (legal
system) dari Friedmann yang
mempengaruhi kualitas penegakan
hukurn yakni substansi hukum (legarl




B '-:Uf!}’ifc!r?oé’) struktur hukum  (lega/
- slrieiure) dan budaya hukum (legatt
: 'm/fm‘e) y'mg ‘kemudian seting di-

o "kemukﬂ.kfm Muladi tentang petlu-

nya juga kepemlmpman (leadership)
. '_.'_dan ad'myf-,z perubahan sikap Jegal
' "'appamz‘m maka kemgmfm dan
N '_'tuntutan akan tercapamya maksud
' "':"daﬁ twjuan penegakan hukum dan

E :’_-;I—IAM terhadap keythatan HAM

'ibemt terwujudnya keadilan tidak
. _hanya bagl pelaku mclamkan juga
korban/keluatganya dan _proses
péffidil'iﬁ yang dipeﬁcaya atau
mnndqpqt respek dari dunia
mtmmsmnﬂ tentunya memerlukan

prasyarat qum adanya perubahan .

pembaharuan. pada ke empat
komponen/elemen tersebut.
Pembaharuan pada substansi
hukum saja melalui perbaikan,
perubahan dan/atau penambahan
pada kebijakan formulatif (pera/
reform) tidak memberikan jaminan

terwujudnya kebijakan aplikanf
yang baik, fakia dan pengalaman
pada bidang hukum dan penegakan
hukum bidang lain acapkali telah
memuncuikan hal yang sama.
Dalam berbagai tulisan dan ke-
sempatan Satjipto Rahardjo sudah

mengemukakan bahwa peramran
hukum yang seadanya “di tangan

aparatur hukum dengan perilaku
hukum yang baik dan respons1f
justru menghasilkan penegakan

hukum yang berkualitas, di atas sk

of faw masih ada 7wl of ju.rz‘zce atau
m/e af moral. Lth

-+ Dengan demikian, pertanyaan
selan}utnya yang muncul adalah
apakah dengan Pedoman tersebut
nantinya membuat kinerja Peradﬁan
dan Pengadilan HAM akan me-
ningkat? terlebih lagi apabila
Pedoman tersebut nantinya difor-
mulasikan dalam produk hukum
vang kekuatan mengikataya 1efnah
atan Pedoman nantinya héhya
sekedar pedoman.

E. Penuiup

Demikian cacatan kritis ini
yang juga metrupakan semacam “ojt
publik” atas penal reform dalam
tahap formulasi yang sedang
berlangsung, semoga semakin
memperkuat urgenst kebijakan yang
komprehensif dan integral nntk
meningkatkan kinerja Peradilan
dan Pengadilan HAM Indonesia.
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